PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 8 TAHUN 1962 (8/1962)
TENTANG
PERDAGANGAN BARANG- BARANG DALAM PENGAWASAN

PRESI DEN REPUBLI K LNDONESI A,

Meni nbang:

1. bahwa dal am rangka pel aksanaan Ekonom Ter pi npi n dan Komando
Tertinggi Operasi Ekonom, perlu segera dianbil tindakan-
ti ndakan penerti ban dan pengawasan tentang perdagangan barang-
barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonom an,
dengan maksud untuk nengamankan barang-barang tersebut;

2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap

per | u:
a. menunj uk barang-barang yang dianggap panting sebagai
bar ang- bar ang dal am pengawasan Peneri nt ah;
b. nmengadakan penegasan tentang wewenang untuk nengatur hal
ter sebut pada sub 2a;
3. a. bahwa "Undang-undang Krisis Ekspor 1932", "Undang-
undang Barang-barang dalam pengawasan 1948" |, Undang-

undang Beras 1948", "Undang-undang No. 7/Drt tahun 1952"
dan "Undang-undang Peni nbunan Barang- barang 1951" sudah
tidak sesuai |agi dengan keadaan dewasa ini dan perlu
ditinjau kenbali ;

b. bahwa oleh karena itu perlu segera diatur perdagangan
bar ang- barang yang dianggap panting untuk ditunjuk
sebagai bar ang- barang dal am pengawasan Peneri nt ah;

4. bahwa karena keadaan nenmaksa hal tersebut diatur dengan

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;

2. Ketetapan MP.R S. No. | dan H MPRS/ 1960;

3. I nstruksi Presiden/Panglima Besar Konmando Tertinggi Operasi
Ekonom No. 2/Ko. T.QE. tertanggal 18 Mei 1962;

4. Undang-undang No. 7/Drt tahun 1955 sebagai nana tel ah dirobah
dan dit anbah;

5. "Undang-undang Krisis Ekspor 1933", "Undang-undang Barang-
barang dal am pengawasan 1948", "Undang-undang Beras 1948",
"Undang- undang No. 7/ Drt t ahun 1952", "Undang- undang

Peni nbunan Bar ang- barang 1951";
MEMUTUSKAN :
Pertama : Mencabut:

"Undang-undang Krisis Ekspor 1933" (Lenbaran-Negara 1933 No.
353), "Undang- undang Bar ang- bar ang dal am pengawasan 1948"
(Lenbar an- Negara 1948 No. 144) . "Undang-undang Beras 1948"
(Lenbar an- Negara tahun 1948 No. 253), "Undang-undang No. 7/Drt
tahun 1952" (Lenbaran-Negara tahun 1952 No. 33) dan , Undang- undang
Peni nbunan Barang-barang 1951" (Lenbaran-Negara tahun 1953 No. 4)



sebagai mana tel ah di robah dan dit anbah.
Kedua : Menet apkan

Per at ur an Pener i nt ah Penggant i Undang- undang t ent ang
Per dagangan Bar ang- barang dal am pengawasan.

Pasal 1.
Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dan

Per at ur an- per at uran pel aksanaannya, yang di maksud dengan:

a. Penguasa: Pejabat yang berwenang, yang ditunjuk: dengan atau
ber dasar kan Peraturan Peneri nt ah;

b. Per dagangan: Ti ndakan-tindakan penjualan dan/atau penyerahan
dan/ at au persedi aan dan/at au pengangkutan dan/atau pengol ahan
bar ang- bar ang dal am pengawasan;

. Bar ang- barang dal am pengawasan: Senua barang berupa apapun, baik
yang berasal dari inpor maupun yang berasal dari hasil
produksi dal am negeri,yang dengan atau berdasarkan Peraturan
Penerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dal am pengawasan
Pener i nt ah;

d. Persediaan Sejum ah barang dalam pengawasan yang dimliki
di kuasai, disinpan, baik sendiri, maupun untuk atau bersama
pi hak lain, termasuk juga yang dal am angkut an;

e. Peredaran: Penyal uran barang dal am pengawasan bai k ol eh penguasa,

maupun dengan perant araan para pedagang at au pi hak | ain;

. Pengangkut an:  Pem ndahan/ pengel uaran barang dalam pengawasan
dengan alat pengangkutan apapun juga didalam atau kel uar
wi | ayah Republik | ndonesi a;

g. Pengol ahan: Usaha untuk nerobah bentuk dan/atau nenperbai ki nmutu

bar ang- bar ang dal am pengawasan.

o

—h

Pasal 2.

Dengan atau berdasarkan Peraturan Penerintah dapat ditunjuk
bar ang- barang sebagai barang dal am pengawasan.

Pasal 3.

Dengan at au berdasar kan Perat uran Penerintah dapat ditetapkan,
bahwa guna kepentingan peredaran barang-barang dal am pengawasan
dapat diadakan peraturan-peraturan tentang Perdagangan barang-
barang tersebut.

Pasal 4.

(1) Dal am peraturan-peraturan yang dinaksud pada pasal 3 dapat
di t et apkan:

a. bahwa si apapun dilarang tanpa izin nel akukan perdagangan barang-
bar ang dal am pengawasan,;

b. syarat-syarat penberian izin untuk nel akukan perdagangan barang-
bar ang dal am pengawasan t ermaksud sub a ayat ini

c. ket ent uan- ket ent uan nmengenai or gani sasi - or gani sasi dan/ at au
golongan-golongan yang bekerja dalam | apangan perdagangan
t er sebut ;



d. ket ent uan- ket entuan | ai n yang di perl ukan untuk nel aksanakan pasa
3 dengan sebai k- bai knya

Pasal 5.

(1) Dengan atau berdasarkan Peraturan Penerintah dapat ditetapkan

bahwa perdagangan barang- barang dal am pengawasan:

a. dapat di kuasai dan di usahakan ol eh Penguasa;

b. dapat di kuasai dan diusahakan ol eh Penguasa bersana-sana
dengan pengusaha/ or gani sasi swast a;

c.dapat dikuasai dan diusahakan ol eh pengusaha/organi sasi
swast a.

(2) Dal am Per atur an Peneri ntah yang di naksud pada ayat (1) pasal ini
dapat juga ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang binbingan
serta bantuan Penguasa kepada dan koordi nasi antara
pengusaha/ or gani sasi swasta termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 6.

(1) Apabila syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan ternmaksud pada
pasal 4 tidak dilaksanakan dengan bai k atau dil al ai kan dal am
pel aksanaannya, maka dengan atau berdasarkan Peraturan
Penerintah dapat ditetapkan ketentuan-ketentuan |ebih |anjut
tentang pel aksanaan penbebanan biaya-biaya kepada yang
ber sangkut an di sebabkan kel al ai annya.

(2) Dal am nenenuhi kewajiban yang diatur berdasarkan Peraturan
Permerintah Pengganti Undang-undang ini, yang nmeni nbul kan
kerugi an pada yang bersangkutan, kepadanya dapat diberikan
ganti kerugi an atau pengganti an kerusakan-kerusakan dal am hal -
hal termaksud pada pasal 4 yang diatur |ebih |anjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Penerintah

Pasal 7.

Dengan atau berdasarkan Peraturan Penerintah ditetapkan
pej abat - pej abat yang di kuasakan untuk nel aksanakan Per aturan
Pemeri ntah Pengganti Undang- Undang i ni .

Pasal 8.

(1) Pel anggar an- pel anggar an at as ket ent uan- ket entuan dal am Per at ur an
Permeri ntah Pengganti Undang-undang ini serta peraturan-
per at ur an pel aksanaannya adal ah ti ndak- pi dana ekonom .

(2) Dengan atau berdasarkan Peraturan Penerintah yang nel aksanakan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dapat pula
di adakan ket entuan-ketentuan nengenai pidana-penjara, pidana-
kurungan dan pidana-denda tertinggi, pidanatanbahan dan
ti ndakan-ti ndakan | ain unguk nenjam n terlaksananya Peraturan
Pemeri ntah Pengganti Undang-undang i ni .

Pasal 9.

Unt uk nenanpung segala akibat berhubung dengan pencabutan
senmua peraturan yang nengatur/turut nmengatur dan/ atau ada



hubungannya dengan perdagangan bar ang- barang dal am pengawasan, naka
senua peraturan pel aksanaan yang di kel uarkan berdasarkan O donansi -
ordonansi / Undang-undang yang dicabut dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini, masih tetap berlaku selama belum
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang i ni .

Pasal 10.
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini di namakan:

"Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Perdagangan Barang-
bar ang dal am pengawasan t ahun 1962".

Pasal 11.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari di undangkannya

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.

SUKARNO
D undangkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Sekretaris Negar a,

ttd.
MOHD. | CHSAN
PENJELASAN

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1962.

TENTANG
PERDAGANGAN BARANG BARANG DALAM
PENGAVWASAN.
PENJELASAN UMUM
Dengan  di kel uarkannya | nstruksi Presiden/ Pangli ma  Besar

Komando Tertinggi Operasi Ekonom No. Instr. 2/Ko. T.OE atas
| andasan Amanat Presiden tentang garis-garis besar Ekonom Nasional
yang terpinpin tahun 1962 nenjelang penbebasan Irian Barat, naka
dal am usaha untuk nmewj udkan suatu front ekonom yang kuat, perlu
dal am bi dang perdagangan diadakan konsentrasi dari pada beberapa



macam aktivitet di tangan Penguasa, terutama yang |angsung

nmenyangkut kebut uhan pokok mnasyar akat .

Dal am hal ini penting sekali adanya penegasan wewenang dal am
bi dang perdagangan, sesuai dengan naksud di adakannya regroupi ng
Kabi net Kerja dan disanping itu peraturan daripada hal-hal vyang
ber hubungan dengan penerbitan dan pengawasan atas perdagangan
bar ang- barang yang dianggap esensiil dan penting bagi penghidupan
dan kehi dupan ekonom, dengan maksud nengamankan barang- barang
tersebut diatas untuk dapat mewuj udkan | ndonesi ani sasi dan
sosi al i sasi dil apangan perdagangan.

Bar ang- barang penting ini perlu ditunjuk sebagai barang-
bar ang dal am pengawasan Penerint ah

Sanpai sekarang ini nmasih berlaku beberapa Undang-undang yang
nmengat ur perdagangan barang i al ah :

a. Undang-undang Krisis Ekspor 1933 (L.N. 1933 No. 353) vyang
nmengat ur pengi ri man barang-barang keluar negeri dan antar
pul au,

b. Undang- undang bar ang- barang dal am pengawasan 1948 (L.N 1948 No.
144) yang nengat ur penguasaan barang-barang perl engkapan ol eh
Pener i nt ah,

c. Undang-undang Beras 1948 (L.N 1948 No. 253) yang nengatur
per sedi aan dan peredaran ber as,

d. Undang-undang No. 7/drt tahun 1952, sebagai perluasan daripada
Undang- undang Beras, yang nengatur penggilingan padi dan
per dagangan bahan nakanan.

e. Undang-undang Peni nbunan Barang-barang 1951 yang nengat ur
peni nbunan bar ang- bar ang.

Per aturan-peraturan tersebut diatas, yang sebagian besar
di t et apkan dal am zaman penj aj ahan, sudah tidak sesuai |agi dengan
keadaan dan iklim dewasa ini, sehingga dianggap perlu untuk
nmenari knya kenbal i .

Mengi ngat tujuan yang diurai kan tadi, maka dengan ditariknya
kenbal i kel i ma Undang-undang tersebut diatas, juga sebagai tindakan
penyeder hanaan di kel uarkan satu persatu induk vyang sekaliqgus
nmencakup senmua materi yang diatur ol eh peraturan-peraturan lama itu
dan di mana ditegaskan wewenang Penguasa yang bersangkut an sehi ngga
dapat di harapkan tersel enggaranya perdagangan barang-barang penti ng
dal am pengawasan Peneri nt ah dengan sel ancar -1 ancar nya.

Kar ena keadaan nenaksa dan dal am rangka pel aksanaan | nstruks
Presi den/ Pangl i ma Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonom, naka
peraturan tersebut diatas dikeluarkan dalam bentuk Peraturan
Pereri ntah Pengganti Undang-undang.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.

Unt uk nenghi ndarkan kesulitan-kesulitan dalam interpretasi
istilah-istilah yang penting dan yang akan sering dijunpai dalam
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dan peraturan-
per at ur an pel aksanaannya, naka perlu di adakan penjel asan nengena
istilah-istilah itu.

Pasal 2, 3 dan 4 ayat 1.
Unt uk nenganmankan barang-barang yang dianggap penting untuk



kehi dupan perekonom an, naka dengan atau berdasarkan Peraturan
Peneri ntah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang-barang dal am
pengawasan.

Apabi | a suatu atau gol ongan barang ditunjuk sebagai barang-
barang dalam pengawasan dengan atau berdasarkan Peraturan
Permeri ntah, maka siapapun dilarang tanpa izin nel akukan tindakan-
ti ndakan yang berupa penjualan dan/atau penyerahan dan/atau
per sedi aan dan/ at au pengangkut an dan/atau pengol ahan bar ang- barang
t er maksud.

Kenmudi an dapat di atur penberian izin untuk nel akukan ti ndakan-
ti ndakan per dagangan barang-barang dal am pengawasan dengan menenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 4 ayat 2.

Untuk keperluan penbiayaan adm nistrasi penberian izin
nmel akukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan ternaksud,
maka di atur kemungki nan adanya penungutan retribusi terhadap nereka
yang diberikan izin tersebut. Besarnya jumah wuang retribusi
di t et apkan dengan at au berdasarkan Per aturan Peneri nt ah.

Pasal 5.

Dal am pasal ini diletakkan dasar kewenangan Penerintah dal am
rangka ekonom terpinpin dengan nenetapkan bi dang-bi dang nmana yang
di | aksanakan ol eh Penguasa mnmana yang diusahakan bersama ol eh
Penguasa dengan swasta dan manakah yang dapat di usahakan ol eh
swasta saj a.

Dal am rangka ekonom terpinpin, ditetapkan pula adanya
kewaj i ban Penguasa untuk nenberi binbingan dan bantuan serta
nmengadakan koordi nasi, wal aupun sebetul nya ketentuan seperti yang
mel iputi bidang hidup perekonom an bangsa sebagai kesel uruhan
sebai knya diatur tersendiri. Maka dari itu dalam Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang ini dil etakkan dasar-dasar
seper | unya.

Pasal 6.

Dal am ayat 1 Penguasa nenghendaki suatu jam nan, bahwa syarat -
syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sungguh-
sungguh ditaati oleh yang bersangkutan, akan tetapi sebaliknya
dal am ayat 2 ditetapkan bahwa Penguasa akan mengganti kerugi an yang
di aki bat kan karena yang bersangkutan dal am nenmenuhi syarat-syar at
dan ket entuan-ketentuan tersebut terpaksa nenderita kerugi an.

Pasal 7.
Qukup jelas dan penunjukan dengan nenberi kuasa kepada
pej abat - pej abat unt uk pekerjaan pel aksanaan adal ah perl u.

Pasal 8.
Cukup j el as.
Pasal 9.
Peraturan peralihan dalam pasal ini perlu untuk nencegah

adanya kekosongan peraturan ber hubung dengan di cabutnya peraturan-
per aturan | ana di at as.



Pasal 10 dan 11.
Cukup j el as.

D ket ahui
Sekretaris Negara

MOHD. | CHSAN
CATATAN
Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1962/ 42; TLN NO. 2469



